DUA PEJABAT PEMKAB BIMA JADI TERSANGKA KASUS
KORUPSI BANSOS Rp2,3 MILIAR

Sumber: Republika.co.id

BIMA-Kejaksaan Bima menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial
(Bansos) korban kebakaran di Kabupaten Bima tahun 2020. ’Iya, ada dua orang yang
ditetapkan,” kata Kasi Intelijen Kejari Bima Andi Sudirman, Rabu (18/1/2022).

Andi enggan menyebutkan identitas dua tersangka itu. Ditanya inisial tersangka, dia juga
menolak untuk membocorkannya.

Dia hanya menjelaskan jika dua tersangka itu kalangan pejabat struktural Lingkup Pemda Bima.
“Sabar dulu, nanti pasti diungkap,” jelasnya.

Dia menegaskan, kasus ini akan diusut tuntas. Tidak menutupi kemungkinan juga bakal muncul
tersangka baru. “Kalau yang ini (tersangka baru) masih kita dalami,” ujarnya.

Selama proses penyidikan, penyidik sudah memeriksa lebih dari 10 saksi. Baik dari penerima
bantuan maupun dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Bima.

Penyaluran bantuan korban kebakaran dari Kemensos RI sekitar Rp 2,3 miliar itu diduga tidak
tepat sasaran. Bantuan itu diperuntukkan bagi korban kebakaran di Kecamatan Palibelo, Belo,
Langgudu, dan Woha. “Cuma saya tidak tahu pasti berapa kerugian negara yang ditemukan,”
sebutnya.

epala Dinas Sosial Kabupaten Bima Andi Sirajudin mengaku baru satu kali diperiksa penyidik
kejaksaan terkait kasus tersebut. Dia diperiksa Oktober 2021 lalu.
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“Intinya, saya tidak tahu ada pemotongan dana bantuan itu. Karena bantuan ini langsung masuk
rekening korban penerima manfaat,” tegas Andi dihubungi via telepon, Rabu (18/1).

Selain itu, beberapa bawahannya juga pernah dipanggil untuk diperiksa kejaksaan. Di antaranya,
mantan Kabid Jaminan Sosial dan enam orang pendamping.

“Pak Ismun (mantan Kabid Jaminan Sosial Dinas Sosial Bima) dan enam pendamping ini
diperiksa karena mereka yang bertanggung jawab pada pengawasan bantuan itu,” jelas Andi.

Dia mendugaan pemotongan itu bukan dilakukan pihak Dinas Sosial. Tapi oknum kepala desa.
Bahkan beberapa waktu lalu Andi mengaku pernah ditelepon salah satu Kades di Kabupaten
Bima. ’Niatnya ingin memberikan uang Rp 18 juta. Tapi saya ditolak,’” jelas dia.

Dia mengarahkan kades itu untuk melanjutkan pembicaraan dengan Ismun. “Saya tidak tahu
uang itu dari mana. Kalau mau tahu, tanya ke kades itu,” sarannya. (jw/r8)

Sumber berita:

1. https://lombokpost.jawapos.com/, Dua Pejabat Pemkab Bima Jadi Tersangka Kasus Korupsi
Bansos Rp 2,3 Miliar, Diakses 20 Januari 2022.

2. https://katada.id/, Kepala Dinas Sosial Bima Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Bansos
Kebakaran Rp2,3 Miliar, Diakses 23 Januari 2022

Catatan:
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
» Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah
Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;

b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;

c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk
keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
dan

d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah

Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
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https://katada.id/

» Belanja operasi dirinci atas jenis:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsisdi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial (bansos).

» Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha
milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian
hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah
Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

» Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

» Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang
dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu
dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

» Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan
Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-

undangan.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

» Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian
hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah
memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
» Hibah dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah lainnya;
c. Perusahaan daerah;
d. Masyarakat; dan/atau
e. Organisasi kemasyarakatan.

» Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat
sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

» Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil
sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan
untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.

» Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang

ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
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b. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
1) memiliki identitas yang jelas; dan
2) berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;

d. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

1) rehabilitasi sosial;

2) perlindungan sosial;

3) pemberdayaan sosial;

4) jaminan sosial;

5) penanggulangan kemiskinan; dan
6) penanggulangan bencana.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota:

» Inspektorat provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
kabupaten/kota.

» Inspektorat kabupten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

» Inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program pengawasan;

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
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Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan

merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

Catatan Berita Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi NTB 2021/AP 6



